
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1319, 2021 KEMENHUB. Lisensi. Rating. Pelatihan. 

Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan. 
Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69. 

Pencabutan.  

 
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 87 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 69 

TENTANG LISENSI, RATING, PELATIHAN, DAN KECAKAPAN PERSONEL 

NAVIGASI PENERBANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan 

Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan 

Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 4956); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 873);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 

69 TENTANG LISENSI, RATING, PELATIHAN, DAN 

KECAKAPAN PERSONEL NAVIGASI PENERBANGAN. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada 

seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu 

untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka 

waktu tertentu. 

2. Rating adalah batasan kewenangan seorang pemegang 

lisensi pada suatu bidang pekerjaan sesuai dengan 

lisensi yang dimiliki. 

3. Kompetensi adalah suatu dimensi kinerja manusia yang 

digunakan untuk memprediksi kehandalan kesuksesan 

kinerja di tempat kerja dan diwujudkan serta diamati 

melalui perilaku yang melibatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang relevan untuk 

melaksanakan kegiatan atau tugas dalam kondisi 

tertentu. 

4. Kartu Lisensi adalah tanda pengenal personel navigasi 

penerbangan yang mencantumkan lisensi dan rating 
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yang dimiliki. 

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan 

Udara. 

6. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: 

a. personel navigasi penerbangan; 

b. lisensi dan rating personel navigasi penerbangan; 

c. validasi lisensi personel navigasi penerbangan yang 

diterbitkan negara lain; 

d. jenis pendidikan dan pelatihan personel navigasi 

penerbangan; 

e. kewenangan dan kewajiban pemegang lisensi dan rating 

personel navigasi penerbangan; dan 

f. pengenaan sanksi administratif. 

 

Pasal 3 

Personel Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf a terdiri atas: 

a. personel pelayanan lalu lintas penerbangan, yaitu: 

1) pemandu lalu lintas penerbangan; dan 

2) pemandu komunikasi penerbangan. 

b. personel teknik telekomunikasi penerbangan; 

c. personel pelayanan informasi aeronautika; dan 

d. personel perancang prosedur penerbangan. 

 

Pasal 4 

Personel Navigasi Penerbangan wajib memiliki Lisensi dan 

Rating. 

 

Pasal 5 

Untuk mendapatkan Lisensi dan Rating Personel Navigasi 

Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus 

memenuhi persyaratan yang meliputi: 

a. persyaratan administrasi; 

b. ketentuan kesehatan; 



2021, No.1319 -4- 

c. kemampuan berbahasa Inggris; 

d. persyaratan kompetensi teknis; dan 

e. lulus ujian. 

 

Pasal 6 

Ketentuan mengenai lisensi, rating, validasi lisensi, jenis 

pendidikan dan pelatihan serta kewenangan personel navigasi 

penerbangan, tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 7 

Personel Navigasi Penerbangan wajib: 

a. mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan 

penerbangan; 

b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di 

bidangnya atau lisensi dan rating yang dimiliki; 

c. mempertahankan dan meningkatkan kecakapan serta 

kompetensi yang dimiliki; 

d. mempertahankan kesehatan sesuai dengan ketentuan; 

e. mempertahankan validitas lisensi yang dimiliki dan 

dapat menunjukan kepada petugas yang berwenang jika 

diminta;  

f. mengisi buku catatan pribadi (personel Logbook) sesuai 

ketentuan; 

g. membawa buku lisensi dan/atau kartu lisensi sewaktu 

bekerja; 

h. memutakhirkan data personel terkait lisensi, rating dan 

pelatihan; dan 

i. melaporkan kepada Direktur melalui Pimpinan Unit 

Penyelenggara Pelayanan terkait adanya perubahan 

identitas dan perubahan kompetensi serta promosi 

personel. 

 

Pasal 8 

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan 

Personel Navigasi Penerbangan. 
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(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi: 

a. audit 

b. inspeksi;  

c. pengamatan (surveillance); dan 

d. pemantauan (monitoring). 

(3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

 

Pasal 9 

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8, Penyelenggara pelayanan navigasi 

penerbangan yang mempekerjakan Personel Navigasi 

Penerbangan yang melanggar ketentuan dapat dikenai 

sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. pembekuan;  

c. denda administratif; dan/atau 

d. pencabutan. 

 

Pasal 10 

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 

dapat diberikan kepada Penyelenggara Pelayanan 

Navigasi Penerbangan dalam hal: 

a. pelanggaran tersebut berpotensi membahayakan 

keamanan dan keselamatan penerbangan; atau 

b. tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil 

pengawasan. 

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang tata cara pengawasan dan 

pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan 

peraturan di bidang penerbangan. 
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Pasal 11 

Rating personel Navigasi Penerbangan yang telah diterbitkan 

sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan 

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus 

menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.  

 

Pasal 12 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2019 tentang 

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil 

Aviation Safety Regulation Part 69) tentang Lisensi, Rating, 

Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 309), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 13 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 22 November 2021 

 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Desember 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 
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